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ABSTRAK 

Penelitian dengan judul “Pengaturan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan 

Pidana Jepang dan Singapura” bertujuan: (1) untuk mengetahui pengaturan Plea 

Bargaining di Negara Jepang dan Singapura; dan (2) untuk mengetahui bagaimana 

penerapan Plea Bargaining di Indonesia. 

 

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data diperoleh 

dengan pencarian data dari studi pustaka dan studi normatif. Data dianalisis secara 

kualitatif atau dengan non-statistik atau tanpa menggunakan perhitungan matematis 

dalam menganalisis permasalahan. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan Plea Bargaining di Jepang dan 

Singapura tidak diformalkan dalam Undang-Undang, namun pengaturan system 

Plea Bargaining dilakukan dengan menimbang kejahatan yang dilakukan oleh 

terdakwa, di Jepang hanya “kejahatan khusus”, sedangkan Singapura 

menggunakannya hanya untuk kasus konsensual. 

Selanjutnya penerapan Plea Bargaining dalam system peradilan pidana Indonesia 

pada dasarnya sudah tercantum dalam RUU KUHAP pasal 199, dengan 

menambahkan system Plea Bargaining sebagai system peradilan pidana di 

Indonesia dapat menjadi Ius Constituendum. 

 

Berkaitan dengan hasil penelitian di atas maka disarankan kepada Tim Perumus 

RUU KUHAP agar memperhatikan plea bargaining dalam pembuatan RUU 

KUHAP selain itu Tim Perumus RUU KUHAP diharapkan dapat melakukan studi 

banding terkait plea bargaining ke Jepang dan Singapura. Sangat berpengaruh 

adanya perubahan dalam sebuah undang-undang untuk itu dengan adanya jalur 

khusus yang sudah terancang dalam RUU KUHAP untuk segera disahkan, serta 

menambahkan peraturan untuk jaksa penuntut umum dan hakim untuk dapat 

berkonsultasi dengan korban, serta adanya peraturan pengawasan dan kepada 

akademisi ilmu hukum agar mengembangkan pemikiran mengenai plea bargaining 

dalam hukum acara pidana di Indonesia. 

Kata kunci : Perbandingan Hukum, Plea Bargaining, Jepang, Singapura. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Awak Obah dadi Berkah, 

Awak Sehat dadi Berkat. 
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